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TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SWASTA MUHAMMADIYAH 1 KUBU RAYA,
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua
komponen masyarakat melalul peran serta dalam penyelenggaraan dan

pengendalian mutu layanan pendidikan;

b, bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya
pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperiukan
langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar
pencapaian Angka Parisipasi Kasar (APK) w_&_kan menengah dapat

terwujud pada tahun 2019,

(2]

bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;

4 bahwa sesual dengan huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Barat.

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); -
6. Peraturan Gubernur Kalimantan

bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi
untuk mendorong peningkatan parlisipasi masyarakat dalam mengemban
tanggung jawab pendidikan dengan memberikan ljin Operasional Sekolah,

Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang
fungsi serta tata kerja Dinas
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Raya berdasarkan kajan @ lapangan bahwa Semus persyaraan
dibutuhian sudah sesua dengan siancars SMK Swasta s

3 adanya Rencana induk Pengembangan Sekoiah (R¥S)
strateq:. proposal dan stud kelgyakan yang Daik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Memberi izin Operasionai kepada Sekoish Menengah Kepuran Swasia

Muhammadiyah 1 Kubu Raya
1. Bidang Keahlian Teknic Mesn
Program Keahlian Teknik pemesinan.

2. Bidang Keahfian - Teknik Otomotf
Kompetens: Keahlian Teknik Kendaraan Ringan

3. Bidang Keahlian Lecerawaizn
Kompetens: Keahlian Asisten Keperawatan

KEDUA “epada Kepala Sexolah sebaga pengeicia agar
yang akan dietapkan kemudian dan berianggung awab 3tas ksarncaran

KETIGA Bayayangmwmmmmumwnvm
Muhammadiyah yang relevan

KEEMPAT Keputusan ini beraku sejak tanggal Citetapkan dengan ketertuan ZCaEtie
cmemmmmmmmmnu
diadakan perbakan setagaimana mestnya.
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